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PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 4|4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 maka Peraturan Bupati Nomor 39 tahun
2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025
perlu dilakukan penyesuaian kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Road Map
Reformansi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Konawe Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesai Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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10.

11.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik
Indoonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia tehun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019
tentang perubahan atas peraturan Pemerintah
nomor 72 tahun 2019 nomor 18 tahun 2016 tentang
perangkat daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 1877);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tenetang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 108);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun
2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015
nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 nomor 441) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 233);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor
257);

15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor
445);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021-
2025.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor
445), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud

dengan :

. Tetap.

. Tetap.

. Tetap.

. Tetap.

. Tetap.

. Tetap.

. Tetap.

. Tetap.

. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Konawe Tahun 2021-2025.

Ketentuan pasal 6 diubah sehingga selengkapnya

beerbunyi sebagai berikut :

OO U b WN —

Pasal 6

Sistematika dokumen Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah kabupaten Konawe Tahun

2021-2025 sebagai berikut:

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Birokrasi Kabupaten Konawe dan
Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2021-2025;

c. Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe.

d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Kabupaten Konawe.

e. Penutup.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 sebagaimana
dimaksud Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

e Pj. BUPAIN RONAWE,

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 7} Nouemese 203

ey

Geleda /2
e X
kavac Luikom t

b o /A

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR 641(
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah
dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB
vang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainyva
Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen
alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan
Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan
Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB
berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu
menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan
itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah
dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud
apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang
menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa
memberikan daya ungkit yang konkret. Sehingga dalam rangka memastikan
pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk
menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah
dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh
pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal
tersebut, dengan mengacu pada Road map Reformasi Birokrasi Nasional,
Kabupaten Konawe telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, hasil yang ditunjukan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi masih belum optimal. Beberapa upayva RB masih berfokus pada
proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung
dirasakan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih
menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang
diharapkan. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi
perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map
RB Kabupaten Konawe 2020-2024 belum optimal mengakselerasi tata kelola
pemerintahan yang baik ini dapa dilihat dari berbagai indikator-indikator

pengungkit yang masih berada pada level yang sangat rendah. Pada sisi

y i A 1



pelaksanaannya, pengelolaan RB di level OPD belum secara optimal
dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat,
pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh
masing-masing OPD sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional
serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu
dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Kabupaten Konawe 2020-2024.
Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Konawe mencoba
melakukan adaptasi terhadap perubahan regulasi tersebut dengan
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai arah
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Diharapkan dengan adanya
sinkornisasi penajaman arah RB ini, mampu merubah orientasi pelaksanaan
RB selama ini yang hanya berfokus pada pemenuhan tanpa melihat dampak
atau hasil yang ditimbulkan bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun
bagi masyarakat.
1.2 Tujuan Penajaman Road Map RB

Pada hakikatnya, Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi,
dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis
dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan
prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah
dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road
Map RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

1. Ikut serta mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB
Nasional
Penajaman Road Map RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi
pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat
dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua
periode Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan
bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di
kementerian /lembaga, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan
oleh masyarakat. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya
untuk melakukan perbaikan internal masing-masing

kementerian/lembaga, selain itu Road Map RB 2020-2024 sebelum
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penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum
mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design. Melalui
penajaman Road Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan
internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda
Pembangunan Nasional.

2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan

kebutuhan.
Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan
umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon
permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan
lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus
menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu
disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan
yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh
terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendukung Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan
orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan khusunya
dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe
Penajaman Road Map RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo
(fragmented) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan
kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur
pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang
menjadi koordinator pengampu (leading institution) pelaksanaan RB juga
perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis,
holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal
tersebut, melalui penajaman Road Map RB 2020-2024, seluruh Instansi
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong
pencapaian tujuan Pembangunan Nasional. Demikian pula halnya di
Kabupaten Konawe pada Road Map RB 2020-2024 akan dilakukan
pemetaan mengenai peran masing-masing OPD dalam mendukung

pencapaian RB yang lebih berdampak.
1.3 Isu Strategis RB Tahun 2020-2024

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada
tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun
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2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman
Road Map RB.

1.

Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu-isu yang mengemuka terkait implementasi Road Map RB di
Kabupaten Konawe pada dasarnya relevan dengan isu-isu ditingkat hulu
yang dikemukakan didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024. Namun demikian selain isu umum tersebut terdapat
isu-isu tingkat hulu yang mengemuka berdasarkan kondisi eksisting
didalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe.
Beberapa isu tersebut adalah sebagai berikut:
a) Pemahaman terhadap konsep dan implementasi RB yang masih
terbatas
Salah satu kendala utama yang dihadapi didalam pelaksanaan Road
Map RB di Kabupaten Konawe yakni pemahaman terhadap konsep RB
dan bagaimana mengimplementasikannya masih sangat kurang atau
terbatas. Kondisi ini terjadi pada hampir seluruh tingkatan pemangku
kepentingan sehingga akhirnya berdampak pada rendahnya
komitmen dari stakeholder untuk melaksanakan agenda-agenda vang
telah ditetapkan didalam dokumen Road Map RB Kabupaten Konawe
Tahun 2020-2024. Kurangnya koordinasi antar instansi berwenang
selama ini menjadi penghambat tersosialisasikannya konsep RB
secara lebih luas. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan RB
yvang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tidak/belum ditindaklanjuti
untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan RB
selanjutnya. Idealnya rekomendasi vang ada harusnya dijadikan
sebagai bahan koordinasi antar OPD untuk melakukan perbaikan-
perbaikan dalam pelaksanaan RB. Dengan diterbitkannya Permenpan
RB Nomor 3 Tahun 2023 merupakan momentum yang sangat tepat
untuk membangun koordinasi vang lebih intensif dengan seluruh
pemangku kepentingan sehingga Road Map RB bisa berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.
b) Road Map RB yvang disusun tidak relevan dengan kondisi di Kabupaten

Konawe
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d)

Terlepas dari diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023,
faktanya perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman kembali atas
Road Map RB yang telah disusun. Mengingat dokumen Road Map RB
yvang disusun sebelumnya belum menggambarkan secara konkrit
peran dari berbagai stakeholder. Tidak adanya relevansi dokumen
Road Map RB terhadap program dan kegiatan yang akan dijalankan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kendala yang sangat sulit
dalam melaksanakan RB dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
Dokumen yang ada hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif
dan belum disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Semestinya
harmonisasi Road Map RB dan Rencana Kerja (Renja) OPD perlu
dilakukan sehingga isu dan permasalahan pelaksanaan RB dapat
ditindaklanjuti didalam dokumen perencanaan OPD. Dengan
demikian Road Map RB relevan dengan rencana kerja yang akan
dilaksanakan oleh OPD dan tidak hanya sekedar menjadi dokumen
administratif.

Agenda-agenda RB tidak/belum terinternalisasi kedalam perencanaan
dan penganggaran daerah

Akibat tidak berlangsungnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan
agenda-agenda Road Map RB yang telah disusun, menimbulkan
keadaan stagnan dalam pelaksanaan RB. Tidak ada perkembangan
yang signifikan, bahkan kecenderungannya mengalami fluktuasi pada
level rendah. Agenda RB yang telah disusun berjalan secara parsial
pada tataran rencana tim RB yang tidak/gagal diinternalisasikan
kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD. Internalisasi agenda
RB kedalam dokumen perencanaan hingga dokumen penganggaran
daerah merupakan keniscayaan bagi terlaksananya seluruh agenda
RB yamg disepakati oleh para pemangku kepentingan. Atau dengan
kata lain jika terjalin kolaborasi yang baik antar seluruh pemangku
kepentingan maka agenda RB akan lebih mudah dilaksanakan.
Komitmen stakeholder yang masih rendah

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan RB yakni masih
rendahnya komitmen pemangku kepentingan. Penyebab hal ini
karena agenda RB yang memuat tujuan untuk menciptakan birokrasi
yang efektif, efisien, lincah dan adaptif belum tersampaikan dengan
baik. Maka untuk mulai membangun komitmen para pemangku

kepentingan, secara intensif konsep RB sebagai tools dalam
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melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan perlu terus masifkan
koordinasinya. Pemerintah Kabupaten Konawe perlu membentuk rool
model pelaksanaan RB baik ditingkat organisasi maupun pada tingkat
individu. Mendorong implementasi RB memang perlu dilakukan
secara bertahap dan sistematis sehingga akan benar-benar

memberikan dampak bagi organisasi.

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di

dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu

strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain

jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan

dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

e)

g)

Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi
hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran
aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam
praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam
perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena
itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan
kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting)
dan strategi pelaksanaan RB.

Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja
birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi
SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum
mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih
rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga menjadikan
SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang
dibangun kementerian/lembaga belum baik. Oleh karena itu
diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara
berkelanjutan.

Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum
tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri
dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan

penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.
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h)

Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara
mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan
menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang
sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang
sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada
hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan
dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk
mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk
pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan
telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi
Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya
melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi
yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan
perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui
Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan
secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja
yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak
tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan
mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu
berkinerja lebih optimal sesuai dengan Kkompetensinya, dapat
dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat
dimanfaatkan di luar unit organisasi.

Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi
kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi
banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan
penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun
pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya
perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan
baik

Budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan
nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU)
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Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta budaya integritas tinggi
dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi
pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan
tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun
budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh
kementerian/lembaga, namun belum diinternalisasi dengan baik,
sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada
ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh
karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai

BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.
Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat
terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir
umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu
tidak diselesaikan. Berkaitan dengan agenda pembangunan nasional yang
menjadi fokus pemerintah seperti penanggulangan kemiskinan,
peningkatan investasi, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga telah di
internalisasikan kedalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Konawe
dan telah menjadi hal yang prioritas penanganannya. Namun dalam
perkembangannya beberapa dari prioritas tersebut masih belum
menunjukan perkembangan yang baik, diantaranya yakni usaha
penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan penggunaan
produk dalam negeri termasuk pengendalian inflasi yang kinerjanya
masih bisa dimaksimalkan.

Persoalan yang terjadi ditingkat hilir sangat berkaitan erat dengan isu
yang mengemuka ditingkat hulu yakni lemahnya komitmen oleh
stakeholder yang memiliki kewenangan langsung dan tidak berjalannya
skenario sistem yang benar. Usaha-usaha untuk melakukan intervensi
terhadap agenda pembangunan nasional (penanggulangan kemiskinan,
penurunan stunting dan pengendalian inflasi) belum benar-benar
dilaksanakan secara sistematis sehingga dampaknyapun tidak nampak
secara menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran kemiskinan
di Kabupaten Konawe masih berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi

Tenggara yakni pada tahun 2022 sebesar 12,57%. Demikian juga dengan
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usaha penurunan stunting yang masih menunjukan hasil yang belum

masksimal dimana pada tahun 2022 angka stunting mengalami

peningkatan 28,1% dari sebelumnya tahun 2021 sebesar 26,2%.

Sedangkan dari sisi penanganan inflasi diperlukan koordinasi vang lebih

intensif antar stakeholder agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik dan

berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal diatas, isu-isu strategis ditingkat hilir yang

mengemuka diantaranya:

a)

b)

Lemahnya sistem data sosial masyakarat

Ketersediaan data yang baik menjadi salah satu jaminan keberhasilan
terlaksananya suatu program. Didalam program-program pemerintah
seperti usaha penurunan kemiskinan, penurunan stunting dan
pengendalian inflasi akurasi data menjadi sesuatu yang sangat penting
dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Konawe
sebenarnya telah mulai membangun sistem satu data. Kertas kerja
pengendalian data sosial masyarakat terutama terkait dengan data
kemiskinan dan data stunting sudah dirancang, namun dalam
perjalanannya komitmen membangun satu data tersebut belum
diteruskan dan berjalan sebagaimana mestinya. Kolaborasi antar
pemangku kepentingan dengan melibatkan BPS Kabupaten Konawe
perlu kembali didorong untuk menuntaskan persoalan data. Sehingga
dapat tercipta satu data yang disepakati oleh seluruh stakeholder
untuk dijadikan sebagai dasar intervensi program dan kegiatan ke
masyarakat penerima manfaat sehingga kebijakan yang dilakukan

tepat sasaran.
Integrasi kebijakan hulu-hilir belum terkoordinasi dengan baik

Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe melalui
intervensi program dan kegiatan pada OPD yang mengampuh
sebenarnya sudah cukup masif. Namun dalam prakteknya kebijakan
ini belum diikuti dan terintegrasi dengan kebijakan ditingkat hilir
(desa/kelurahan). Konkritnya vang terjadi, hahwa program dan
kegiatan ditingkat OPD belum sejalan atau terintegrasi dengan
kebijakan ditingkat desa/kelurahan. Hal ini perlu menjadi perhatian
sebab idealnya pelaksanaan program-program sosial kemasyarakatan
harus dilaksanakan secara kolaboratif dari tingkat hulu sampai hilir.

Tentunya program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, penurunan
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d)

stunting dan pengendalian inflasi sasarannya adalah masyarakat yang
berada diwilayah desa dan kelurahan maka sangat perlu kebijakannya
diintegrasikan dengan kebijakan yang ada di desa dan kelurahan
sebab desa dan kelurahan juga memiliki sumbr daya anggaran dalam

usaha-usaha tersebut.

Belum adanya koordinasi antara OPD dengan Pemerintah Kecamatan,

Desa dan Kelurahan

Isu lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan memang
menjadi hal utama yang mengemuka dalam penanganan isu-isu
nasional yang ada. Setidaknya ini tercermin sejak Pemerintah Pusat
memberikan penekanan untuk penyelsaian persoalan tersebut kepada
seluruh Pemerintah Daerah. Informasi mengenai isu nasional
penanganan kemiskinan, penurunan stunting dan pengendalian
inflasi telah tersampaikan kepada seluruh lapisan pemangku
kepentingan termasuk Pemerintah Desa dan Kelurahan. Sehingga
semestinya seluruh pemangku kepentingan dapat sejalan dalam
berbagai upaya pelaksanaan program-program yang ada. Hasil
evaluasi menunjukan bahwa koordinasi dalam skala kelembagaan
yang lebih luas dan terstruktur memang belum dilaksanakan. Ini perlu
dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh struktur elemen
kelembagaan pemeritntah dari tingkat OPD, Pemerintah Kecamatan
dan Pemerintah Desa dan Kelurahan harus mengetahui secara
bersama-sama mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu
dilakukan dan peran serta intervensi dari masing-masing stakeholder

seperti apa.

Sejak bergulirnya instruksi Pemerintah Pusat tersebut Pemerintah
Kabupaten Konawe memang belum melakukan rapat koordinasi dalam
skala besar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai
dari OPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan
Kelurahan. Penyatuan dari seluruh tingkatan kelembagaan daerah
dalam satu forum penting untuk dilaksanakan untuk menciptakan
semangat dan komitmen yvang sama dalam pengentasan berbagai isu-
isu nasional yang mengemuka khususnya penanganan kemiskinan

ekstrim, penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

Belum tercitpanya Logical Frame Work (kerangka kerja logis) dalam

penan
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Logical Frame Work (kerangka kerja logis) dalam pelaksanaan sebuah
kebijakan penting untuk dibuat agar masing-masing pemangku
kepentingan memiliki sasaran, stratategi, kewenangan dan tanggung
jawab yang jelas. Ini juga penting untuk memastikan setiap pemangku
kepentingan menjalankan tanggungjawabnya dengan target dan range
waktu yang sudah ditetapkan, sehingga dengan demikian lebih mudah
untuk melakukan evaluasi atas target masing-masing pemangku
kepentingan. Dengan adanya Logical Frame Work pelaksanaan
kebijakan lebih terstruktur dan memungkinkan seluruh perangkat
mulai dari tingkat atas sampai kebawah dapat bekerja lebih maksimal.
Dengan memperhatikan tujuan penajaman Roadmap dan berbagai isu
strategis baik ditingkat hulu maupun hilir seperti yang tercantum diatas,
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Republik Indonesia telah menyusun dan menerbitkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik
Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024. Untuk menindaklanjutinya maka Road Map RB Kabupaten
Konawe perlu dilakukan penyesuaian sehingga sejalan dengan tujuan
Roadmap RB penajaman serta turut memperhatikan berbagai isu strategis di

tingkat hulu maupun hilir.
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BAB II
GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN KONAWE DAN FOKUS
PENAJAMAN ROAD MAP RB TAHUN 2020-2024

2.1 Gambaran Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe

Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe masih perlu mendapat perhatian
serius, mengingat berdasarkan hasil evaluasi RB yang dilaksanakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022 menunjukan perkembangan yang masih cukup lambat. Secara
kumulatif nilai Indeks RB pada tahun 2022 baru mencapai angka 45,91.
Kondisi ini merupakan gambaran bahwa komponen-komponen indikator
didalam RB capaiannya masih cukup rendah (lihat pada tabel 1). Menyadari
hal ini maka Pemerintah Kabupaten Konawe berusaha melakukan perbaikan-
perbaikan yang sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tabel 1. Perkembangan Capaian Komponen Pengungkit

No. Hasil Antara Skala | 2021 2022 Sumber Data
1 | ASN Profesional 0-100 | 27,86 | 28,49 | BKN
5 Sistem Pemerintahan Berbasis 1-5 ) 1.73 Kementerian

~ | Elektronik (SPBE) PANRB

Kualitas Pengelolaan
3 | Pengadaan Barang dan Jasa 0-100 0,00 25,5 | LKFPP

(PBJ)
. ; Kementerian
4 | Kualitas Pelayanan Publik 0-5 261 2,92 PANRRE
5 | Kapabilitas APIP 0-5 2 2 BPKP
6 | Maturitas SPIP 0-5 1 3 BPKP
7 Kepatuhan Terhadap Standar 0-100 | 40,00 | 55,60 | ORI

Pelayanan Publik

Kualitas Pengelolaan

. 0-100 13,72 8,23 | ANRI
Kearsipan

Adapun fokus penajaman Road Map Kabupaten Konawe Tahun 2023-
2026 juga sejalan dan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Konawe
Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun
2024-2026, dimana didalam RPD Kabupaten Konawe Tahun 2024-2026 telah
memuat S (lima) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yakni :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Penguatan reformasi birokrasi untuk pelayanan public yang berkualitas;

3. Pemerataan pembangunan infstruktur wilayah;

12
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4. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
5. Mewujudkan Konawe yang layak huni dari aspek lingkungan;

Semangat melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan RB di Kabupaten
Konawe dapat terlihat dari penetapan prioritas daerah diatas. Sehingga
diharapkan kelemahan-kelemahan pelaksanaan RB selama ini dapat

diselesaikan.

2.2 Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman
adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road
Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi vang bersih, efektif
dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.
Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang
berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak
dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas
pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta

peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya

2.3 Sasaran Strategis RB

Dalam pelaksanaannya Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan
dengan sasaran pembangunan nasional, sebagaimana arahan Presiden
tentang Reformasi Birokrasi. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah
penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu
sebagai berikut :

1. Aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang

merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas,
kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi
dalam pemerintahan.
Adapun sasaran strategis dari hard element adalah terciptanya tata kelola
pemerintahan digital yang efektif, lincah,dan kolaboratif. Sasaran ini
berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu
mempertanggungjawabkan  penggunaan  sumber daya  melalui
penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan
pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan
cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis

2. Aspek soft element berbagai perangkat vang terkait dengan budava dan

sumber daya manusia.

g/l'A 13



Adapun sasaran strategis dari soft element adalah terciptanya budaya
birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft
element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang
mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis,
kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas
menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi
dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku,

kinerja dan daya saing yang tinggi.

2.4 Penajaman Terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang
dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang
dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini
meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi,
Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas,
Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada
Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan
dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada
pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah
kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi
digital serta kegiatan- kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-

tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

2.5 Penajaman Terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB
adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat,
dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak
hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata
kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir
yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan
agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map
RB 2020- 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam
dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu
hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang
disebut dengan RB Tematik.

vy



Gambar 1.

A/

ARAH KEBIJAKAN
PELAKSANAAN

Arah Kebijakan Pelaksanaan RB

REFORMASI BIROKRASI

PROBLEM HILIR
B
w0
——————— .
g p
PROBLEMHULU

2.6 Gap Analisis Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe dengan Target RB

Nasional Setelah Penajaman

Adapun Gap analisis antara kondisi Eksisting di Kabupaten Konawe
dengan Target Road Map Nasional tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Gap Kinerja Tu

juan dan Sasaran

Baseline Bascline
Tujuan dan S - Indikator Naalonsl Target RPD Kabupaten
Tujuan (Tahun 2021) 2024 Konawe
(Tahun 2022)
1. Terwujudnya birokrasi | Capaian Indeks 25,79% 65 45,91 (Kurang)
yang bersih, efektif, Reformasi Kab/Kota
dan berdaya saing Birokrasi Minimal Baik
mendrong Capaian Angka 9,65 Angka
pembangunan Indikator Kemsikinan Kemiskinan
nasional dan Kinc:)ja 9,7 1% 12,570/0
. Pembangunan Pertumbuhan - Pertumbuhan
pelayanan publik (Angka Investasi 9% Investasi 30%
Kemisikinan,
Pertumbuhan
Investasi)
1.1 Terciptanya tata Indeks SPBE 23,58% 3,5 1,73 (Kurang)
kelola Kab/Kota Baik
pemerintahan Capaian 66,73% Baik 72,5 63,92 (Baik)
digital yang lincah, | Akuntabilitas
kolaboratif, dan Kinerja
akuntabel Capaian 91,91% WTP WTP WTP
Akuntabilitas
Keuangan
1.2 Terciptanya Nilai Survey 6,90% (2022) - -
Budaya Birokrasi Employer
BerAKHLAK Branding
dengan ASN yang | Nilai Survey 60,9 (2022) - =
Profesional Indeks Ber-
AKHLAK
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Nilai Survei Nilai rata-rata - 82,87
Penilaian Kab/Kota
Integritas 71,4%

. Nilai Survei Nilai rata-rata - 86,00
Kepuasan Kab/Kota

{ Masyarakat 74,89%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian nilai RB
Kabupaten Konawe terhadap kondisi eksisting RB Nasional pada level tujuan
masih cukup rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator capaian Indeks
RB dimana Kabupaten Konawe masih berada pada level kurang. Demikian
pula dari sisi capaian persentase angka kemiskinan di Kabupaten Konawe
vang masih berada diatas rata-rata nasional. Sedangan untuk capaian
pertumbuhan investasi sudah cukup baik. Sementara dilevel indikator
capaian sasaran dapat dilihat Indeks SPBE masih berada pada level kurang.
Untuk indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas
Keuangan, Nilai Survey Penilaian Integritas dan Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat mendapat nilai yang sudah cukup baik.

Berdasarkan penajaman Road Map RB Nasional telah dilakukan
penyederhanaan kegiatan utama menjadi 21 (dua puluh satu) kegiatan utama
yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) indikator yang akan menjadi tolak
ukur keberhasilan sasaran RB Kabupaten Konawe tahun 2020-2024.
Sehingga perlu diketahui perkembangan capaian ke-21 kegiatan utama yang

terdiri dari 28 indikator yang ada.

Tabel 3. Gap Analisis Kegiatan Utama dan Indikator

vy aA

Kondisi
Target Eksisting
Indikator Kegiatan Roadmap | Kabupaten
Regieten Utamn Utama RB Nasional | Konawe
2024 (Tahun
2022)
1 2 3 S
1. Penyederhanaan
Birokrasi
(Penyederhanaan Tingkat Implementasi
Struktur Penyederhanaan Baik =
Organisasi)/ transformasi | Birokrasi
organisasi berbasis
kinerja dan agile
. Pelaksanaan Sistem Kerja | Tingkat Implementasi
Baru dan Fleksibilitas Sistem kerja Baru dan Baik
Bekerja Pegawai ASN Fleksibilitas Bekerja -
Pegawai
. Pelaksanaan Arsitektur
SPBE Nasional Indeks SPBE Baik 3;5
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Kondisi

Target Eksisting
Indikator Kegiatan Roadmap | Kabupaten
SERjE ISR Utama RB Nasional | Konawe
2024 (Tahun
| S 2022)
Tingkat Implementasi
Inisiatif Strategi Baik -
Arsitektur SPBE
4. Penguatan implementasi )
sistem pcngendahan ngkat Maturitas SPIP Baik 3
intern pemerintah (SPIP)
5. Pelaksanaan Pelayanan | Tingkat Implementasi
Publik Digital Kebijakan Transformasi - -
Digital MPP
6. PembangunanZona | mingkat keberhasilan 100% ]
Integritas di unit kerja pembangunan ZI predikat ZI
7. Pelaksanaan Sistem Indeks Perencanaan Baik .
Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
Instansi Pemerintah vang
terintegrasi Nilai SAKIP Baik 63,92
8. Penguatan Pengelolaan | Tingkat Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Masyarakat Baik -
(LAPOR)
9. Penguatan Upaya Survei Penilaian
Pencegahan Korupsi Integritas (SPI) - 82,87
IO.Pel.a'lfsanaan Ta}ta Kelola | 1 deks Kualitas
Kebljakan Publik Kebl_]akan - -
11.Pelaksanaan
Pembentukan Peraturan | Indeks Reformasi ) )
Perundangan-undangan | Hukum
12. Pelaksanaan Arsip Digital| 1jnokat Digitalisasi Arsip Baik 8,23
13.Pelaksanaan Data Tingkat Kematangan
Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Baik -
Sektoral
14.Penguatan Pengadaan
Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Baik 25.5
Pemerintah Pengadaan
15.Penguatan Pengelolaan | Opini BPK WTP WTP
Keuangan dan Aset Tindak Lanjut Baik
Rekomendasi BPK s )
16.Penataan Jabatan Tingkat Penerapan
Fungsional Kebijakan Transformasi Baik -
Jabatan Fungsional
17.Pengelolaan Kinerja Tingkat implementasi
Pegawai ASN kebijakan pengelolaan Baik .
kinerja ASN
18.Penguatan Manajemen Tingkat implementasi . )
Talenta ASN Manajemen Talenta
19.Penguatan Sistem Merit | 1jjeks Sistem merit Baik -
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Kondisi

Target Eksisting
Indikator Kegiatan Roadmap | Kabupaten
Begntin Ttams Utama RB Nasional | Konawe
2024 (Tahun
2022)
1 2 3 5
20.Pelaksanaan Core Values | Indeks Profesionalitas i
ASN ASN Baik 28,49
Indeks NSPK Baik -
21.Pelaksanaan Pelayanan | Survey Kepuasan Baik i
Publik Prima Masyarakat (SKM)
Indeks Pelayanan Publik Baik 2,92

Dapat dilihat bahwa beberapa target indikator tahun 2024 telah dapat

dicapai oleh Kabupaten Konawe. Beberapa indikator lainnya belum memiliki

nilai, dikarenakan indikator tersebut merupakan nilai yang baru di

luncurkan dan instansi leading sector belum melakukan evaluasi ke

Kabhupaten Konawe.
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BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KONAWE

3.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe

Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang
berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak
dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas
pelayanan publik, peningkatan kapasitas ASN, penciptaan Lembaga yang
bersih dan bebas KKN, serta peningkatan transformasi digital. Sehingga
tujuan dari Road Map RB 2020-2024 Kabupaten Konawe setelah penajaman
adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong
pembangunan nasional dan pelayanan publik”.

Target capaian indikator tujuan Road Map RB Kabupaten Konawe Tahun
2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Capaian Indikator Tujuan Road Map RB Kabupaten Konawe
Tahun 2020-2024

Baseline
Kabupaten Pasaat Target
Tujuan Indikator Tujuan | Konawe Tahung2 023 | Tahun
{(Tahun 2024
2022)
1. Terwujudnya Capaian Indeks 45,91 55 65
birokrasi yang bersih, | Reformasi (Kurang)
efektif, dan berdaya | Birokrasi
saing mendrong Capaian o Ar_lgk_a 12,00% 9,65%
pembangunan Indikator Kinerja | Kemiskinan
nasional dan &emiangunan 12,57%
. ngka Pertumbuha 35% 50%
pelayanan publik Kemisikinan, n Investasi
Pertumbuhan 30%
Investasi)

Sasaran Kabupaten Konawe berdasarkan Tujuan RB Nasional terdiri
dari dua sasaran yaitu sasaran RB general dan RB tematik. RB general
terdapat dua aspek yaitu, aspek hard element dengan sasaran “terciptanya
tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif’ dan
aspek soft element dengan sasaran “terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK
dengan ASN yang profesional”.

Sedangkan sasaran RB tematik mengambil tema-tema yang sudah
ditetapkan oleh Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu menangani
isu-isu pembangunan yang meliputi menurunkan angka kemiskinan,
meningkatkan investasi,

digitalisasi pemerintah dalam menurunkan

stunting, peningkatakan penggunaan produk dalam negeri, dan menjaga
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3.2 Perencanaan RB General

1.

Penetapan Prioritas Kegiatan Utama RB General

Dalam penetapan prioritas kegiatan utama merujuk pada arah penajaman
Road Map RB 2020-2024 yang membagi kedalam dua fokus yang disebut
dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut
dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut
dengan RB Tematik. Selanjutnya akan dilakukan analisis skala prioritas
untuk intervensi kedua fokus tersebut dan analisis terhadap unit kerja
atau OPD pelaksana setiap kegiatan utama yang ditetapkan.

Seluruh kegiatan utama merupakan kegiatan mandatory yang harus
dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan
kewenangannya. Namun dalam hal instansi mengalami keterbatasan
sumber daya, maka perlu melakukan identifikasi tingkat prioritas
terhadap seluruh kegiatan utama, agar kegiatan utama dengan prioritas
tinggi untuk dilaksanakan lebih awal dan kegiatan utama dengan
prioritas rendah untuk dilaksanakan setelahnya, namun seluruh kegiatan

utama harus dilaksanakan. Analisis Skala Prioritas tercantum pada table

berikut ini :

Tabel 5. Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

y t 4\

Mandat Tingkat Skala
. Indikator Kegiatan RB Keparahan Waktu Prioritas
Kegiatan Utama, Utama General | (implementasi | (mendesak) | (Total
Nasional rendah Skaor)
Penyedei;-fl;naén '
Birokrasi .
(Penyederhanaan ’II:Ig]]; zen -
Struktur P ‘ 10 6 8 24
s . | Penyederhanaan
Organisasi) / transformasi Bisalrasi
organisasi berbasis e
kinerja dan agile
Pelaksanaan Sistem Tingkat Capaian
Kerja Baru dan Sistem Kerja Untuk 10 5 - 29
Fleksibilitas Bekerja Penyederhaan
Pegawai ASN Birokrasi
Indeks SPBE
Pelaksanaan Arsitektur Tingkat
SPBE Nasional Tasplemenitus 10 10 ? 29
Kebijakan
Arsitektur SPBE
Penguatan implementasi i :
sistem pengendalian gghg,k Mt 10 4 7 21
intern pemerintah (SPIP)
Pelaksanaan Pelayanan Transformasi 10 8 9 27
Publik Digital Layanan Digital
Tingkat
pembangunan Zona | yeberhasilan 10 5 6 21
gr & pembangunan ZI
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Mandat Tingkat Skala
; Indikator Kegiatan RB Keparahan Waktu Prioritas
Kegiatan Utama Utama General | (implementasi | (mendesak) | (Total
Nasional rendah) Skor)
1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan Sistem Nilai SAKIP
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang | Indeks 10 . 7 21
terintegrasi Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Tindak
Lanjut Pengaduan
Fengutan Pengtoact | iasareha oo | s
g Sy (LAPOR) yang
sudah diselesaikan
Penguatan Upaya Survei Penilaian 10 6 7 23
Pencegahan Korupsi Integritas (SPI)
Pelaksanaan Tata Kelola Indeks Kualitas 10 4 5 19
Kebijakan Publik Kebijakan
Pelaksanaan .
Pembentukan Peraturan Indeks Reformasi 10 4 5 19
Hukum
Perundangan-undangan
Pelalisanaan Avsip Digital | Lngkat Digitalisas: 10 8 9 27
Arsip
Tingkat
Pelaksanaan Data Kematangan 10 5 8 93
Statistik Sektoral Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
Penguatan Pengadaan
Barang dan Jasa g‘dekflTata Kelola 10 7 8 25
Pemerintah ERgacARL
Opini BPK
Penguatan Pengelolaan
10 6 8 24
Keuangan dan Aset Tindak Lanjut
Rekomendasi BPK
Tingkat Penerapan
Kebijakan
Penataan Jabatan :
Fungsional Transformasi 10 6 8 24
Jabatan
Fungsional
Tingkat
. . implementasi
Pengelolaan Kinerja ump
Pegawai ASN kebijakan o 10 7 8 25
pengelolaan kinerja
ASN
. Tingkat
Penguatan Manajemen iniplementas 10 6 8 24
Talenta ASN 2
Manajemen Talenta
. ; Indeks Sistem
Penguatan Sistem Merit merit 10 7 8 25
Indeks
it;l;.l{sanaan Core Values | profesionalitas ASN 10 6 & 22
Indeks NSPK
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Pelak Pel.
elaksanaan Pelayanan 10 - 7 24

Publik Prima

Indeks Pelayanan
Publik

Berdasarkan hasil identifikasi skala prioritas kegiatan utama RB General

diperoleh hasil

skoring yang

tersaji

dalam tabel

y ot A

5 diatas.
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Mempertimbangkan target waktu pencapaian RB Nasional yang berakhir

tahun 2024 dan kesiapan sumber daya yang dimiliki maka Pemerintah

Kabupaten memilih 10 (sepuluh) skoring tertinggi dari 21 kegiatan utama

vang ada. 10 (sepuluh) kegiatan utama yvang akan di intervensi dalam

rencana aksi RB General adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 10 (sepuluh) Skala Prioritas Kegiatan Utama RB General Kabupaten
Konawe Tahun 2023-2024

Mandat Tingkat Skala
; Indikator Kegiatan RB Keparahan Waktu Prioritas
Kngiatan Utama Utama General | (implementasi | (mendesak) (Total
Nasional rendah
Indeks SPBE
Pelaksanaan Arsitektur | Tingkat
SPBE Nasional Implementasi 10 10 9 29
Kebijakan
Arsitektur SPBE
Pelaksanaan Pelayanan | Transformasi 10 8 9 27
Publik Digital Layanan Digital
Pelaksanaan Arsip Tingkat Digitalisasi
Digital Afiip 10 8 9 27
Bk & Indeks
V:dueza;lg;n ore Profesionalitas ASN 10 9 7 26
Indeks NSPK
Tingkat Tindak
Lanjut Pengaduan
Fengston Pengeolar | Masyaraa 1 7 s | s
(LAPOR) yang
sudah diselesaikan
Penguatan Pengadaan I
Barang dan Jasa Iliiel;_:i;;;a Breloia 10 7 8 25
Pemerintah g
Tingkat Penerapan
Penataan Jabatan Kebijakan
Fungsional Transformasi 10 6 8 2%
Jabatan Fungsional
Tingkat
o implementasi
Pengelollaan Kinerja kebiiadoa 10 7 8 25
Pegawai ASN W
pengelolaan kinerja
ASN
Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem merit 10 7 8 25
Survey Kepuasan
Pelaksanaan Pelayanan | Masyarakat 10 7 7
Publik Prima Indeks Pelayanan &
Publik

2. Penetapan Target Kegiatan Utama RB General

Berdasarkan tabel diatas, target kegiatan utama dengan total skor yang

besar akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan lebih awal. Sehingga

diperoleh Target Kegiatan Utama RB General Kabupaten Konawe

sebagaimana pada tabel dibawah ini:

AR
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Tabel 6. Target Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General

Baseline Target Unit/Satuan Kerja
Kegiatan Utama Inmkaéc;;lll(l:gatan KabSBaten Pelaksana
s 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana
Dinas
Komunikasi Semua
Indeks SPBE 1,73 3.5 4 A OPD
Informatika
Pelaksanaan
Arsitektur SPBE
Nasional
Tingkat Dinas
Implementasi ) 75 75 Komunikasi Semua
Inisiatif Strategi dan OPD
Arsitektur SPBE Informatika
Tingkat Dinas
Pelaksanaan Implementasi T Peiagﬂna“ —
Pelayanan Publik Kebijakan - Baik | 1Mpp | |GPatuSam
Digital Transformasi P siayanan
Digital MPP et
Modal
Tingkat
Digitalisasi Arsip
; (mungkin datanya Dinas
gfiﬂ?f;ianaan Srap tertukar, harusnya - 25 75 Perpustakaan Sg]x;;a
8 8,23 ini yg dan Arsip
kualitas
pengelolaan arsip)
Indeks
Profesionalitas Badan
ASN Kepegawaian
(Terdapat baseline ) Baik 50 dan Semua
data terakir pada Pengembangan OPD
tahun 2022 Sumber Daya
Pelaksanaan Core dengan nilai Manusia
Values ASN 28,49)
Badan
Kepegawaian
. dan Semua
Indeks NSPK - Baik 50 Ponpenibatias OPD
Sumber Daya
Manusia
Penguatan Tingkat Tindak Dinas
Pengelolaan Lanjut Pengaduan . 50 80 Komunikasi Semua
Pengaduan Masyarakat dan OPD
Masyarakat (LAPOR) Informatika
Bagian
Penguatan
Pengadaan Barang ;ndelz-:iTata Kelola 255 40 70 ]I;engadzan Sgrgga
dan Jasa Pemerintah engacdaan arang can
Jasa
Tingkat Penerapan
Kebijakan ;
Fenataan Jabatan | Teanstormasi N .
Jabatan
Fungsional
Tingkat
gengelo_!aan Kinerja g&ljeml e . 50 5 Bagi_an _ Semua
egawai ASN Organisasi OPD
pengelolaan
kinerja ASN
Badan
Kepegawaian
Penguatan Sistem Indeks Sistem ) 200 250 dan Semua
Merit merit Pengembangan OPD
Sumber Daya
Manusia
Survey Kepuasan ) 75 80 Bagian Semua
Masyarakat (SKM) | == e Organisasi OPD
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Baseline Target Unit/Satuan Kerja
; Indikator Kegiatan RB g Pelaksana
et Utaox Ut Kabupaten
S P 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana
Konawe
1 2 4 6 7 8
Pelaksanaan :
i Indeks Pelayanan Bagian Semua
Pe_lay s Elbliic Publik “93 # Organisasi OPD
Prima

3.3 Penetapan Tema dan Target Utama RB Tematik

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi

masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten

Konawe. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan
tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Konawe difokuskan pada: 1.

Penanggulangan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Pengendalian

Inflasi; 4. Digitalisasi Pemerintahan; 5. Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Konawe memilih untuk melaksanakan

intervensi terhadap ke-5 kegiatan utama RB tematik mengingat secara

keseluruhan sangat perlu untuk diimplementasikan didaerah karena

capaiannya yang masih cukup rendah.

Tabel 7. Tema dan Target Utama RB Tematik

Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Konawe terlihat
pada tabel berikut:

Yt A

Sasaran . Baseline | Target tahunan Leading
s, Tema tematik raine (2022) 2023 2024 Sector
Menurunnya Persentase
Penanggulangan - Bappeda
1 Ketiiakinan anglfa ' Penfim‘:luk 12,57% 12% 11% (TKPKD)
kemiskinan Miskin
DPMPTSP
, | Peningkatan ?‘egx“ig;ili‘amya Nilai 157 | 20T | 257 Perg;gtan
Investasi investasi Invenstasi Rupiah | Rupiah | Rupiah foivestas
Daerah)
Sekretariat
’ . - Daerah (Tim
Pengendalian Terkendalinya Tingkat .
3 | Inflasi inflasi Inflasi ) 2-3% | 2-3% | Pengendalian
Inflasi
Daerah)
Menurunnya s
Penurunan tingkay Prevalensi .
N Stunting prevalensi Stunting 28,10% | 20% 3% (Fim
stunting Penanganan
Stunting)
Peningkatan Meningkatnya Pe?glt:;%l;a;an s
Penggunaan penggunaan :
° | Produk Dalam produk dalam I;)r:lduk 60% ¥9% 100% I'{rqperl;l:r;g%g
Negeri negeri e (Eon )
Negeri
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Berdasarkan tema diatas selanjutnya dilakukan identifikasi masalah

pada setiap tema yang dipilih. Dalam perumusan identifikasi masalah

dilakukan dengan Model 7s Mc Kinsey. Masing-masing permasalahan yang

mengemuka berdasarkan hasil identifikasi vakni sebagai berikut

1. Penanggulangan kemiskinan

Tabel 8. Identifikasi Masalah Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan
Model 7s McKinsey

Elemen Utama Elemen Turunan Identifikasi Masalah
1 2 3
Belum dilakukan secara sinergis
Strategi Belum adanya inovasi program
pengentasan kemiskinan
Belum adanya koordinasi antara
OPD dan Pemerintah Kecamatan,
Struktur Desa/Kelurahan
I — Belpm a(:'lanya struktur kerangka

kerja logis
Lemahnya sistem data sosial
masyarakat

) Integrasi kebijakan program hulu-

Sistem hilir belum terkoodinasi dengan

baik
Program tidak tepat sasaran

Skill Kapasitas terbatas
Masih belum fokus terhadap isu

Staff - -
Kualifikasi terbatas

Soft el t
R SR Style (gaya Pendelegasian kewenangan belum
kepemimpinan) berjalan maksimal
Shared Value (nilai .
organisasi)

Tabel 9. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Penanggulangan

Kemiskinan
Banyak/. Dapat
No. Masalah/Faktor & intetveis Biaya Skala
penyebab tesja dig i rendah Potensi
1 2 3 4 5 6
1 B_elum_ dilakukan secara 8 9 6 23
sinergis
Belum adanya inovasi
2 | program pengentasan 8 9 9 26
kemiskinan
Belum adanya koordinasi
antara OPD dan
3 Pemerintah Kecamatan, g ¢ G A
Desa/Kelurahan
Belum adanya struktur
* kerangka kerja logis 4 2 2 -2
Lemahnya sistem data
5 sosial masyarakat 2 ¥ L a

Yt 2
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25 Masalah/Faktor B‘;’;:’ ol R Skala
, penyebab terjadi i rendah Potensi

1 2 3 4 5 6
Integrasi kebijakan

6 | program hulu-hilir belum 8 9 8 25
terkoodinasi dengan baik

7 Program tidak tepat - - 6 20
sasaran

8 | Kapasitas terbatas 7 8 6 21

9 Masih bcl}lm fokus 8 8 5 21
terhadap isu

10 | Kualifikasi terbatas 7 8 6 21
Pendelegasian

11 | kewenangan belum 8 8 6 22
berjalan maksimal

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas diambil 6
(enam) bobot tertinggi. Berdasarkan pembobotan tertinggi disusun logical
frame work (terlampir) dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan

rencana aksi.

2. Peningkatan Investasi

Tabel 10. Identifikasi Masalah Peningkatan Investasi Berdasarkan Model
7s McKinsey

Elemen Utama Elemen Turunan Identifikasi Masalah
1 2 3
Promosi potensi daerah masih
konvensional
Strategi

Belum adanya infromasi peta
wilayah potensi investasi

Hard elements

Struktur Struktur pengeolaan MPP
Kepatuhan jam kerja
Sistem Delay proses pelayanan masih
cukup tinggi
Skill Kapasitas SDM terbatas
Kurangnya komitmen
Staff 2 el
Soft elements urangnya integritas
Style (gaya )
kepemimpinan)
Shared Value (nilai )
organisasi)
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Tabel 11. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Peningkatan

Investasi
Banyak/ | Dapat kal
No. Masalah/Faktor penyebab . sering | diinter :ﬁaﬁ P?:t i
terjadi vensi &
1 2 2 4 5 6
Promosi potensi daerah masih
A konvensional 5 & . o
Belum adanya infromasi peta :
% wilayah potensi investasi 2 9 B 5
3 | Struktur pengeolaan MPP 8 T 6 21
Kepatuhan jam kerja 8 9 6 23
Delay proses pelayanan masih
= cukup tinggi ¥ 2 4 s
6 | Kapasitas SDM terbatas 8 8 i 23
7 | Kurangnya komitmen 8 7 7 22
8 | Kurangnya integritas 7 8 7 22

Pengendalian Inflasi

Tabel 12. Identifikasi Masalah Pengendalian Inflasi Berdasarkan Model

7s McKinsey
Elemen Utama Elemen Turunan Identifikasi Masalah
il < o
Belum adanya peta alur distribusi
pangan
Strategi
Kecenderungan hanya merespon
permasalahan
Struktur -

Hard elements

Belum adanya sistem informasi
yang memberikan informasi harga
secara real time

kepemimpinan)

Sistem
Belum tersedianya sistem informasi
ketersediaan pangan yang real time
Skill -
Staff -
Soft elements -
Style (gaya

Shared Value (nilai
organisasi)
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Tabel 13. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Pengendalian

Inflasi
Banyak/ Dapat Biaya Skal
No. Masalah/Faktor penyebab . sering | diintervens | renda
Potensi
terjadi i h
1 o 3 4 S5 6
1 B_elupa ad_anya peta alur - - 8 29
distribusi pangan
Kecenderungan hanya merespon
2 permasalahan E 8 7 =
Belum adanya sistem informasi
3 | yang memberikan informasi 8 9 8 25
harga secara real time
Belum tersedianya sistem
4 | informasi ketersediaan pangan 9 9 8 26
vang real time

4. Penanganan Stunting

Tabel 14. Identifikasi Masalah Penanganan Stunting Berdasarkan Model

7s McKinsey

Elemen Utama Elemen Turunan Identifikasi Masalah
1 2 3
Pelaksanaan masih bersifat
Strategi instruktif normatif tanpa adanya
inovasi mandiri
Hard elements Struktur -
) Lemahnya data
Sistem -
Program tidak tepat sasaran
; Penguasaan terhadap sistem
Skill p ; s
informasi masih kurang
TN T SE Staff Pengelola data belum tersedia
Style (gaya )
kepemimpinan)
Shared Value (nilai )
organisasi)

Tabel 15. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Penanganan

(i

2

Stunting
Banyak/ Dapat Bia Skala
No. Masalah/Faktor penyebab . sering | diintervens Y2 | potens
rendah
terjadi i i
1 2 3 4 5 6
1 | Belum adanya inovasi mandiri 8 8 7 23
2 | Lemahnya sistem data 8 9 8 25
3 | Ketidatepatan sasaran program 8 8 8 24
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Lemahnya penguasaan sistem
% informasi pengelolaan data 2 8 ) i
5 Pengel‘ola data yang terlatih belum 8 8 3 24
tersedia

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tabel 16. Identifikasi Masalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri Berdasarkan Model 7s McKinsey

Elemen Utama Elemen Turunan Identifikasi Masalah
1 2 3
; Belum adanya sosialisasi yang
SR masif kepada pelaku UMKM
Hard elements Koordinasi antar OPD dan pelaku
Struktur usaha yang terkait langsung masih
cukup lemah
Sistetn Tlrn.gkat ke_patgha_n te_rl_qg.dap_
pelaksanaan sistem masih lemah
Skill -
Staff Personil masih kurang
Soft elements Style (gaya )
kepemimpinan)
Shared Value (nilai i
L organisasi)

Tabel 17. Penetapan Skoring Tertinggi Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri
Banyak/ Dapat Bia Skala
No. Masalah/Faktor penyebab . sering | diintervens Y2 | potens
rendah
erjadi i i
1 2 3 4 5 6
Belum adanya pemahanan para
1 | pelaku UMKM mengenai E- 9 8 8 25
Tenedring, E-Purchasing dll
Belum adanya koordinasi yang
2 | intensif antara OPD dan pelaku 9 9 8 26
usaha yang terkait
Lemahnya tingkat kepatuhan
3 | terhadap pelasakanaan sistem 9 8 8 25
masih lemah
Personil UKPBJ yang masih
4 fsihotan 8 9 9 26
Berdasarkan identifikasi masalah diatas menjadi dasar dalam

penentuan Logical Frame Work setiap agenda RB Tematik yang akan

dilaksanakan dan kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan Rencana Aksi

RB Tematik. Logical Frame Work masing-masing sebagai berikut:

¢t
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Bagan 1.

Logical Frame Work Penanggulangan Kemiskinan

Menurunnya masyarakat masyarakat

miskin

IK : Persentase angka kemiskinan

|

1K : E-Database Kemiskinan

1K ; Persentase masyarakat miskin yang

IK : Persentase masyarakat miskin yang
teridentifikasi belum mendapatkan

IK : Persentase realisasl anggaran
pregram dan kegiatan pengentasan

hmmhnﬂﬁnu] Adanya inovasi program pengentasan Adanya koordinasi antar stake holder Terwujudnya program dan kegiatan .T.:‘.mu:ngm dari OPD
terpadu kemiskinan yang kolaboratif secara berkala pengentasan kemiskinan yang sinergis hingga ke tingkat desa/kelurahan

1K : Persentase masyarakat miskin
yang terdampak program

Tapudy tehdnapak progren: inasl intervensi kemiskinan pengentasan kemiskinan
Terlaksananya sistem
Adanya inovasi program pengentasan Terwujudnya keselarasan regulasi pengendalian dan pengawasan
T-r:di.w:::tum kemiski ikt iades dans Terlaksananya rapat koordinasi antar i s 1ab program-program
- aapahy ke lurahan yang kolaboratif ihwholder pelaksanaan pengentasan kemiskinan pada
Desa/Kelurahan
" ‘:"l"’"" ""t“’“‘:‘:‘ "‘;:*“ IK : Jumiah masyarakat miskin yang - ;zf;mz'::‘“'*" ':‘*;":‘ 1K : Jumiah alokasi anggaran untuk IK : Jumlah Desa/Kelurahan yang
T S terdampak program inovasi : o R pengentasan kemiskinan diawasi
Terlaksananya tindakianjut intervensi
Tersedianya profiling penduduk bagi masyarakat miskin yang
miskin teridentifikasi belum memperoleh
IK : Data profiling IK : Data jumiah masyarakat miskin yang
tingkatan/kategori ftipologi teridentifikasi belum mendapatkan
_.m.l.\liTl.me__ ——inisrvens
Tersediannya data ke miskinan
secarareal time
IK : Dashboard data terpadu
kemiskinan secara realtime




Logical Frame Work Peningkatan Invenstasi

Bagan 2.

Meningkatnya pertumbuhan
investasi berkelanjutan

1K : Realisasi investasi

Meningkatnya informasi Potensi
Daerah

IK : Persentase peningkatan

s

Adanya informasi peta wilayah
potensi daerah

K : Peta informasi potensi daerah
X3 i informasi

Meningkatnya kepatuhan jam kerja

IK : Persentase kehadiran pegawai

Meningkatnya kepatuban jam kerja

IK : Persentase kehadiran pegawai

Berkurangnya defay proses
pelayanan

IK : Waktu pelayanan

Meningkatryva SOM yang
Profesional

IK : Persentase SDM Profesional

|

Terlaksananya promosi daerah Tersedianya peta informasi potensi| Terlaksananya pembinaan
dengan menggunakan sarana caerah berbasis teknologl kedisiplinan pegawai secara
teknologi informasi informasi berkala
1K : Persentase potensi daerah yang . 1K ; Jumlah pegawai yang dibina
K |
5 Peta Digital

Terlaksananya pelayanan pada
geral MPP secara tepat waktu

IK : Jumlah geral MPP yang

beroeprasi secara tepat wakty |

e

Tersedianya sarana promosi
potensi daerah berbasis website

IK : Website potensi daerah

Tersedianya sistem inf

pelayanan berbasis andorid

IK ; Aplikasi pefayaran

Terlaksananya pelatihan
peningkatan kompetensi SDM

1K : Jumiah SBM profesional
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Bagan 3

Logical Frame Work Pengendalian Inflasi

A ks iibes

I P N— Ters s went el vou e Wtos Terogriaya b n habis kot ot es panga
Gt v Rt kst o strategis vaig stabd (\ shitde fosds
& % T Rigead & ks Ranons Ledursian Mbewvnt hwwwm
[E— Mevnohas g Tersiodns etericasa ercptans ke it
pagi g bwas g iy I i s b vy
Kyt immmm I denllisn
Mesinghiersfoyjo s Tarasjodena talias Meiaghatma C sdungss Meinphaoys Kemunran | | Versedomye duapogmnyang | | Toeheodalins v ong e nemisied
“"‘x“" Wity D e od et Paogas Duersh Pagee ekt (R ", -
' P e : 1 Lageeas besaa
s e | T . Echiriaunbws Diope Kiskbchmadennpsgn | | K Aphkis it g K Dmtsppoperrts | | ponvs bl gakie
st S Pl s S e
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Bagan 4.

Logical Frame Work Penanganan Stunting

|

Menurunnya Stunting

K %% Prevalansi Stuntig

1

1

Terwujudaya Pemanfaatan Sistem
Informasi Stunting Yang
Terintegrasi

1K % Stakehalder yang Momanfaathans data
Shatem Informas: Stunting untuk Interyensi

!mlﬂ_

Menurunnva Resiko
Potensi Ibu Hamul

Meningkanya
Kualitas dan Cakupan
Layanan Fasilitas
Keschatan

Mcningkatnya
Kemandinan
Masyarakat Untuk

1

Meningkatnys Kualitas
Database

IK : Tersedianya database
stuntin

r

]

Meningkatnya Kuaalitus
Infrastruktur Sistem Informasi
Stunting
IK : Tersedianya aplikas
penanganan stuntng

Tersediany a SOM Pengelola
Data Yang Berkualitas

IK  Jumish SDM pengelols Jasa
vang mehir disgtiap hevamatan,
deia dan helarahan

Terlaksnnanya Pensctasn
Kebutuban Data Terkait
Stunting

IK . Duta hasal pemetsan

Terlakaananya Monitoring dan
Evalussi Data

IK . Data hast) Mongy

Tersedianya Perangkst Pendukung Sidtem
Py i Yang Berkuathy

K Perangat ApSn

|

Meningkatoyas Aksesbilitas Sistem
Informasi

IK : Persentasc sksebilitas internet

Tersedianya Akses Internet yang Mudah

IK : Sclumh wilaysh kecamatan dapat
%

g fxyanan

Hidup Schat
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Bagan 5.
Logical Frame Work Peningkatan Invenstasi

Meningkatnya Penggunaan
Produk Dalam Negeri
(PADN) Instansi Pemerintah

1k: Realisasi ransaksi PIDN

Terwujudnya sistem tata kelola Meningkatnya jumlah pelaku
pengadaan barang dan jasa yang usaha PDN/UMKM dalam proses Meningkatnya realisasi RUP PDn
baik pengadaan
IK : ITKP
K IK : Presentase Peningkatan pelaku : i
waaha yarig terdafter & kotalog Jokal 1k: Persentase capaian RUP PDN
Meningkatnya Optimaslisasi Meninghkatnya pemabaman
VL M Terwujudnya sistens tata kelols pengguasan shtes teknolagi Terwujudnya iklim perijinan pelaku usaba terkait e Tendering, "‘“‘;"’"“"‘“""‘m"’"
yong K " pengadaan barang dan jasa vang informuasi dalam menunjang pelaku usaha lokal vang mudah e-Purchasing, dil
baik proses pengadaan barang dan dan ramah pelaku usaha
o ol et | e eme PO
ll(..lm;h:ssnhlfwh?m IK - ITKP !K:kamm IK : Sertifikasi TKDN bagi UMKM fering. PIDN RUP terpenubi
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BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI KABUPATEN KONAWE

4.1 Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe
Dalam pelaksanaan Road Map RB Nasional 2020-2024 sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kabupaten
Konawe melakukan perubahan atas perencanaan dan tata kelola reformasi
birokrasi dalam dokumen perencanaan, untuk dipahami dan dilaksanakan
oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Arah Kebijakan
pembangunan RB di Kabupaten Konawe tergambar didalam skema berikut:

Gambar 2. Pembangunan RB di Kabupaten Konawe

Penetapan Prioritar  Penetanan Target Penyusunan Pclaksanaan Menitaring
Hegiatan Utama Kegiatan Utama Rencana Aksi Rencana Aksi dan Evaluasi

Memilih Identifikasi Penetapan Penyusunan Pelaksanaan Monitoring
Tema Masalah Kinerja Rencana Aksi Rencana Aksi dan Evaluasi
(log frame)

Pelaksanaan Road Map RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 akan
berhasil jika seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki:
1. Komitmen;

Menyelesaikan akar masalah;
Kolaboratif;

Inovatif; dan

L

Mampu mengelola perubahan;

Berdasarkan prinsip diatas maka untuk menjamin efektifitas dan
efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB, dilakukan pembenahan pengelola
RB di lingkungan Kabupaten Konawe, dimana telah disusun Tim Pengelola

Reformasi Birokrasi yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja (Pokja)

v A
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Pengampuh. Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja
secara fokus dalam Pembangunan RB. Tim Pengelola RB Kabupaten Konawe
dijelaskan sebagai berikut:
1. Tim Pengarah RB vakni Bupati Konawe
2. Ketua RB Kabupaten Konawe adalah Sekretaris Daerah
3. Sekretaris RB adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Konawe.
4. Tim Pokja pengampuh RB General :
a) Tim Pokja Pengampu Kegiatan Utama 1
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota
Mengelola kegiatan utama:
1) Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur
Organisasi) /transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile.
2) Pelaksanaan Core Values ASN
b) Tim Pengampu Kegiatan Utama 2
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota
Mengelola kegiatan utama:
1) Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
ASN
2) Penataan Jabatan Fungsional
3) Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
4) Penguatan Manajemen Talenta ASN
5) Penguatan Sistem Merit
c) Tim Pengampu Kegiatan Utama 3
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota
Mengelola kegiatan utama Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
d) Tim Pengampu Kegiatan Utama 4
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota
Mengelola kegiatan utama:
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1) Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP)
2) Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
3) Penguatan Upayva Pencegahan Korupsi
e) Tim Pengampu Kegiatan Utama 5
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota
Mengelola kegiatan utama:
1) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
terintegrasi
2) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
f) Tim Pengampu Kegiatan Utama 6
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota
Mengelola kegiatan utama:
1) Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2) Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
3) Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
g) Tim Pengampu Kegiatan Utama 7
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota
Mengelola kegiatan utama:
1) Pelaksanaan Arsip Digital
5. Tim Pokja pengampuh RB Tematik :
a) Tim Pokja Pengampu Tema 1
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota
Mengelola kegiatan utama:
1) Penanggulangan kemiskinan
b) Tim Pokja Pengampu Tema 2
1) Koordinator
2) Sekretaris
3) Anggota



Mengelola kegiatan utama:

1) Peningkatan investasi
¢) Tim Pokja Pengampu Tema 3

1) Koordinator

2) Sekretaris

3) Anggota

Mengelola kegiatan utama:

1) Pengendalian inflasi
d) Tim Pokja Pengampu Tema 4

1) Koordinator

2) Sekretaris

3) Anggota

Mengelola kegiatan utama:

1) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
e) Tim Pokja Pengampu Tema 5

1) Koordinator

2) Sekretaris

3) Anggota

Mengelola kegiatan utama:

1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tim Reformasi Birokrasi bersifat ad hoc dan memiliki peran,
kewenangan, dan tanggung jawab untuk mencapai target yang telah
ditetapkan dalam Road Map, menyusun dan melaksanakan rencana aksi
tahunan pelaksanaan RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB
sesuai dengan kegiatan utama dan indikator yang diampu, melakukan
evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan, menyusun rencana aksi
tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB yang telah
dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk disampaikan kepada ketua
Tim RB Kabupaten Kabupaten Konawe dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi

Nasional.

4.2 Mekanisme Monitoirng dan Evaluasi RB

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk
mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB sesuai target dan waktu

yang direncanakan. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi

{ t 4
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penting ketika pelaksanaan rencana aksi terlaksana sesuai yang diharapkan
sehingga dapat dilakukan analisis dan rekomendasi untuk menanggulangi
hambatan-hambatan yang ada. Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB
dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RB Kabupaten Konawe dan

dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.
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BAB V
PENUTUP

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,
berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dengan
prima, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang
efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola
Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat
dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang
berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dengan mengacu
pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, Kabupaten Konawe telah
menyvusun dan menetapkan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024.

Pada akhirnya, penetapan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi
ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan
reformasi birokrasi nasional sebagaimana yang diharapkan dalam Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

40
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RENCANA AKSI RB GENERAL

Ta Output Target Target Penyelesaian Tahun 2023 Unit/S kerja pelal
2 o i Rencana Aksi yang akan Jumlah
No Kegiatan Utama Indikator KU Tahun dilakukan 2023 Tahun (Rp)
tahun Anggaran
2023 Indikator Satuan 2023 Januari-Juli | Agustus Sept Oktok N D 9 Koordinator Pelaksana
1 2 3 4 5 & 7 8 g 10 11 12 13 14 16 17 18
Evaluasi Rekomendasi LHE Hasil evaluasi terhadap Dinas Komunikasi
SPBE rekomendasi LHE SPBE Lapoat L 1900008 dan Informatika
Bimtek Pendampingan
Penyusunan Arsitektur SPBE
{Domain Proses Bisnis,
Domain Layanan, Domain Keglatan Keglatan 1 20.000.000 Semua OPD
" Pelaksanaan Arsitektur Tingkat Implementasi 75% D"::( dllnolzgr‘mlsl,' Doml:n Dinas Kemunkasi
SPBE |Kebijakan Arsitektur SPBE Apitiisl; SIRINTaIRaY. dan Informatika
dan Keamanan)
Penginputan Arsitektur SPBE
Kedalam aplikasi SIA SPBE Kegiatan Kegiatan 1 5.000.000 Semua OPD
Kemenpan-RB
Penetapan Arsitektur SPBE
Dinas K ikasi
Kabupaten Konawe oleh Dokumen Dokumen 1 10.000.000 ek
dan Informatika
Pemerintah Daerah
:In‘::l:lls layanan awal di MPP Hasll analisis P— 1 10.000.000 Dinas PTSP
Rakor teknis bersama OPD TeakERaTYE Ralor 15.000.000 Dinas PTSP
Layanan
Penyusunan proses
pengembangan desaln Tersusunys FlowChact | (o on 1 10.000.000
A Penggunaan Aplikasi
2 Pelaksanaan Pelayanan Transformasi Layanan 100% ;p"k”' PP a—— Dinas PTSP
il igital enger N in uktur
Publik Digita Digital aplikasi Aplikasi Layanan Aplikasi 50.000.000 Dinas Kominfo
Integrasi layanan Terintegrasinya layanan Layanan 10.000.000
Pengujian keamanan dan
Ti i La' X .000
pintfiurma:nplfnet erlaksananya pengujian yanan 10.000.
i PP
Implementasi MPP Digital Tarimplew;::;: e Layanan 10.000.000 Dinas PTSP
Pelatihan Admin aplikasi Aktifnya aplikasi SPAN Dinas Komunikasi
SPAN Lapor L PR e Aplikasi 1 15.000.000 dan informattics
Mensosialisasikan
Terlaksananya Soslalisasi Dinas Komunikasi
I .000.
g:r::tnun SPANI‘ atpor ke ke OPD dan Masyarakat Sosialisas! : AHE00.000 dan Informatika
Tingkat Tindak Lanjut ™ :;nasysn - 7
3 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 100% Melakukan pernantavan Terpantaunys laporsn OPD 61 10.000,000 | Dinas Komuikas! Semua OPD
Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah ZEAN sper masysrakat dan Informatika
|diselesaikan
Tindaklanjut laporan SPAN Terlaksananya tindak &PD 61 10,000,000 Sernua OPD
lapor lanjut faporan oleh OPD
Monev penyelesaian Terlaksananya Monev atas
6 .000. Semua OPD
pengaduan SPAN lapor tindaklanjut pada OPD are & 10.000.000 u
Memetakan rekomendasi LHE Dinas
Tingkat Digitalisasi Arsip ke Laporan hasil permetaan Laporan 1 5.000.000 Perpustakaan dan
ANRI Arsip
Dinas
Tindaklanjut atas
rekomendasi darl ANRI Laporan hasl| tindaklanjut Laporan 1 10.000.000 Perpustakaan dan
Arsip
Penyu Klasifikas! Arsi Dinas
o Draft Dokumen Dokurnen 1 15.000.000 Perpustakaan dan
SKKAD, Pengajuan JRA, TND Arsin
- Dinas
Persetujuan Jadwal Retens! | Terbitnya persetujuan JRA Surat
.000.000 P
q/ r 4& Arsip [JRA) oleh ANRI oleh ANRI Persetujuan ! 150 erpuetaliariden
Penyusunan dan Penetapan e
Perbup Tentang JRA, Tata Ditetapkannya Peraturan s i 20,000,000 Dinas Prpuatakiar dan
4 |Pelaksanaan Arsip Digital  |Tingkat Digitalisasi Arsip 25% Naskah Dinas, SKKAD, Bupatl Perpustakaan dan Arsip
Klasifikasi Arsip Arsip
Soslalisasi Perbup Tentang Dinas
JRA, Tata Naskah Dinas, Terlaksanannya sosialisasi Keg. : 20.000.000 Perpustakaan dan
SKKAD, Klasifikasi Arsip Arsip




Pendampingan penggunaan

Semua OPD

7 Terlak: latiha P 32 25.000.000
aplikasi SRIKANDI pada Opp [ " 12Ksananya pelatinan Y
Implementasi penggunaan
10.000.000 Sernua OPD
8 aplikasi SRIKANDI paa opp | 'MPlementasi pada OPD it a2
Menitoring dan Evaluasi Monev implementasi
9 dalam penerapan aplikasi penerapan aplikasi QPD 32 5.000.000 Semua OPD
SRIKANDI pads OPD SRIKANDI
Memetakan rekomendasi LHE
5.000.000 Baglan PB) Setda
1 Indek Tata Kelols Pengadsan Laporan hasil pemetaan Laporan 1 gl
Rumusan kerangka
hasll
2 tindaklanjut atas R::d‘:::m:f Laporan 1 5.000.000 Baglan PBJ Setda
rekomendasi darl LKPP
Melakukan koordinasi ke OPD
3 dengan melibatkan tenaga  |Terlaksananya tindaklanjut OPD 61 10,000,000 Semua OPD
APIP (kunjungan langsung)
Pengajuan usul LKPP terkait
Surat usulan pengisian
a4 8 20.000.000 Baglan PBI Setda
Penguatan Pengadaan | s ::;Glﬂll" jabatan fungsional jabatan fungsional Orang Bagian Pengadaan
Bachnigdan n Pengadaan 0 Pelaksanaan ujian Terlaksananya ujian Barhngpenitn
al u
P intah 5 [o] 8 50,000.000 Setda Bagian PBJ Setda
i kompetens! level | kompetens! e
Pengajuan ke BKPSDM untuk
10.000.000 BKPSDM
3 berasrgataneliog Pengangkatan Jafung Orang 8
Menyediakan bukti dukung
7 untuk pemenuhan Indikator- Bukti dukung oPD 61 5,000,000 Baglan PBI Setda
indikator penilaian
Monitoring dan Evaluasi
untuk penguatan pengadaaan Morey pengusten Semua OPD
10.000.000 ua
8 bk dan e Nk ponudn:“blnn: dan oPD 61
Pemda
Identifikasi jabatan struktural | Jumlah jabatan fungsional
1 Jabf 40.000.000 Sernua OPD
yang akan difungsionalkan yang dildentifikasi antune
Perumusan draft peralihan Draft peralihan dari Baglan Organisasi
2 dari jabatan struktural ke Jjabatan struktural ke Draft 1 10.000.000 5
jabatan fungsional Jjabatan fungsional
Tingkat Penerapan .
Penataan labatan Bagian Oragnisasi
Firgional Kebijakn Transformasi | 100% | 5 FGDdengan parapemangku | o\ L0 can Keg. 1 20.000.000 Satile Semua OPD
labatan Fungsional 8
Draft Final peralihan dari Bagian Organisas!
4 Finalisasi draft Jabatan struktural ke Draft 1 5.000.000 Setda
jabatan fungsional
Penetapan/pengesahan Peraturan Bupati/SK Bagian Organisas!
5 peralihan Jabatan struktural peralihan jabatan Perbup/SK 1 25.000.000 Sarcli
ke fungsional struktural ke fungsional
Jumlah OPD yang
1 Perencanaan kinerja melakukan perencanaan OPD 61 20.000.000 Semua OPD
kinerfa
Tingkat implementasi Pelaksanaan, pemantauan Jumlah OPD yang dipantau
Pengelol. Ki OPD 61 50.000.000 Semua OPD
P:gawal’:sr!‘\‘ neda kebijakan pengelolaan 100% : dan pembinaan kinerja dan dibina BKPSDM
kinerja ASN
3 Evaluasi Penilalan kinerjs Mrmiah DD g oPD 61 50,000,000 Semua OPD
dievaluas! kinerjanya
4 rakianis hadlevalued Jumlah oPD 61 10,000,000 Semua OPD
kinerja
Koordinasi ke KASN mengenal
perkembangan nilai Indeks )
Nilal | ! M 20.000.000 BKPSDM
1 Sisterti Mirlt Kal - al Indeks Sistem Merit Laporan 1
Konawe
Melakukan evaluasi
pernetaan permasalahan
A 2 terhadap perkembangan nilai | Laporan hasil pemetaan Laporan 1 5.000.000 BKPSDM
Indeks Sistem Merit

Kabupaten Konawe




B |Penguatan Sistern Merit Indeks Sistem merit 200 BKPSDM
Perumusan strategi dalam
3 menyelesaikan permasalahan Rumusan strategi Laporan 1 5,000,000 BKPSDM
sistem merit
Implementasi strategi Implementasi tata kelola
‘ pelaksanaan sistem merit kebijakan publik pada OPD GED & 20:000.000 Semid0PD
Monitoring dan Evaluasi Monev implementasi tata
2 . P
5 pelaksanaan sistem merit kelola kebijakan publik 0ep 8 300000 SemisOfn
Koordinasl ke BKN mengenai
perkembangan nilai Indeks  |Nilal Indeks Profesionalitas
X M
1 Profesionalitas ASN ASN Laporan 1 20.000.000 BKPSD
Kabupaten Konawe
Melakukan evaluasi
pemetaan permasalahan
2 terhadap perkembangan nilai | Laporan hasil pemetaan Laporan 1 5.000.000 BKPSDM
Indeks Profesionalitas ASN
I ionall K:
ndeks Profesionalitas 75 Kabupaten Konawe BKPSOM
ASN
Perumusan strategi dalam
A . K| M
3 rstelesuikan pavrrasals ke Rumusan strategi Laporan 1 5.000.000 BKPSD
Implementasi strategi Implementasi
4 pelaksanaan profesionalitas | profesionalitas kerja ASN OPD 61 20.000,000 Semua OPD
|___ASN OoPD
Monitoring dan Evaluasi Monev implementas!
5 pelak profesionali lak OPD 61 20.000.000 Semua OPD
9 pd'k“m:;:we Values ASN profesionalitas ASN
Koordinasi ke BKN mengenai
perkembangan nilai Indeks  |Nilai Indeks Profesionalitas
.000. BKPSDM
Profesicnalitas ASN ASN Lperar L 30500 00
Kabupaten Konawe
Melakukan evaluasi
pemetaan permasalahan
2 terhadap perkembangan nilai | Laporan hasil pemetaan Laporan 1 5.000.000 BKPSDM
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks NSPK 50 Kabupaten Konawe BKPSDM
Perumusan strategi dalam
i .000. BKPSDM
3 esaikan permasalahan Rumusan strateg Laporan 1 5.000.000
Thplemen Ta Tmplementas]
4 pelaksanaan profesionalitas | profesionalitas kerja ASN OPD 61 20.000.000 Semua OPD
_0PD
Monitoring dan Evaluasi Monev implementasi
5 pelaksanaan profesionalitas pelaksanaan OPD 61 20.000.000 Semua OPD
ASN r N
Melakukan evaluasi
pemetaan permasalahan
Baglan Organisasi
1 terhadap perkembangan nilal | Laporan hasil pemetaan Laporan 1 5.000.000 8 Setd.:n o
Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Konawe
Pelaksanaan Pelayanan Perumusan strategi dalam Bagian Organisasi | Bagian Organisasi
10 Indek: Publi 3 .000.
publik Prima s Pelayanan Publik 2 A e Rumusan strategi Laporan 1 5.000.000 i Setde
Implementasi strategi Terlaksa b
n
3 pelaksanaan perbaikan ook o oPD 61 20.000.000 Semua OPD
pelayanan publik
pelayanan publik
Monev implementasi
Menitoring dan Evaluasi
OP 000, Semua OPD
s pelaksanaan pelayanan publik Mlkan;:;nﬂlwmn 2 5 U000 s

¥

A




RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PENGENTASAN KEMISKINAN

Permasalahan Tatakelola R Ao i
Pemerintah Pregram Sasaran Indikator Target ik |Hm Output akhir yang dihasilkan Target TWI | TWIH | TWII | TWIV | Anggaran (Rp) | Koordinater Pelaksana
Penanggolangan Kemiskinan )
1. Rekonsiliasi data penduduk
miskmn dan pemutakhiran data
Lemahnya sistem data sosial Terwujudnya data base Tersedianya E-Data Base 1 Aplicasi DTKS di masing-masing wilayah |1 Database penduduk miskin yang 28 Data Base 50.000.000 | Dinas Sosial Bappeda, Dinas KB dan PP,
masyakarat kemiskinan Kemuskinan desa/keluraban dengan data BPS | lengkap, terpadu, dan terupdate Kecamatan : ' Dinkes, BPS
dan data sektoral di masing-
masmng OPD terkait,
Bappeda, Dinas Sosial,
. "‘?’"“d..“""n_‘*'“m':s""d“"“" 2 Data profiling tinghatan/kategon| 28 - Pemerintah Kecamatan, Divs KB
y g ftipologi penduduk miskin Kecamatan dan PP, Pemerintah
3. Membangun dashboard yang Dinas Kominfo, Bappeda, Dinkes,
3. Dashboard data terpadu :
menampilkan data terpadu ) 1 Dashboard ; Dinas Sosial, Pemerintah
kemiskinan secara realtime k] s T Data SO0 Kecamatan, Dinas KB dan PF,
|berbasis T1 Pemerintah Desa/Kelurahan
Dinas Sosial, Pemerintah
1. Pelaksanaan program g
Terwujudnya inovasi Persentase masyarakat 5 < s g = Kecamatan, Dinas KB dan PF,
o ,l: ki Prog program pengentasan miskin yang terdampak 100% desa dan kel Fuamcialy MM 5000 Orang 9.000.000.000 | Bappeda Pemenntah Desa/Kelurahan,
L kemiskinan program inovasi yeog ¥ e Dinkes, Diknas, Dinas PU, Dinas
kolaboratif TPHP. I Peri :"
Sinergi koordinasi antara OPD Persentase masyarakat Dinas Kominfo, Dinas Sosial,
dan Pemerintah K dan  |Terlaksananya koord miskin yang teridentifikasi iR 1. Pelaksanaan Koordinasi antar Ljr:‘"l“]‘ha‘“"h"m““"h“m 5 5,000,000 |Beppeda Pemerintah Kecamatan, Dinas KB
Desa/Kehuahan yang masih antar stakeholder belum mendapat stakeholder secara berkala x | ¥ e dan PP, Pemenintah
larang intervens: eryhR Desa/Kelurahan
Dmeas Sosial, Pemerintah
2. Tindaklanjut intervensi bagi Kecamatan, Dinas KB dan PP,
|masyarakat mskin yang 2. Jumilah masyarakat muskan yang Pemermtah Desa/Kelurahan,
|teridentifikasi behum memperoleh |ditindakianjuti 5500 oy 20.000,000 Beppeds Dinkes, Diknas, Dinas PU, Dinas
program | kemisks TPHP, Dinas Perikanan, Dinas
5 Lor Dings K. 1
T Dines Sosiml, Pemermniah |
Persentase realisasi
Terwujudnya program dan 1. Keselarasan regulasi Kecamatan, Dinas KB dan PP,
Belum dilakukan secara sinergls | kegiatan pengentasan EEATHD Profy i 100% perencanaan, penganggaran dan .l.Juml»ahAlohm.uwrm]wm:k 12 0PD 50.000.000 | Bappeda Pemerintah Desa/Kelurahan,
kemiskinan yang sinergis |, B0 PO pelaksanaan | peousutasin Dinkes, Diknas, Dinas PU, Dinas
TPHP [unas Peckaoan [hnas |
. !
Pemerintah Kecamatan, Dinas KB
S Terwujudnya integrasi Presentase masyarakat 1. Melakukan sistem dan PP, Pemerintah
mﬂ:blmmrl Kl program Pengentasan miskin yang terdampak 100% pengendalian dan pengawasan |2 Jumlah desa/kelurahan yang 696 Desa/ 500,000,000 | nsped Dcnaﬂ(dwnhm.Dmkﬂl.Dﬂmﬂ.
beik Kemiskinan dari OPD hingga|program pengentasan program-program pengentasan diawas: Kelurahan Dinas PU, Dmas TPHP, Dinas
Dinas Koperindag, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi




RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

STUNTING
: Rencana Aksi yang akan Output akhir yang
Permasalahan Stuntiing Sasaran Indikator Target il b 2023 Hihasil Target ™I TWIHI TWII | TWIV Anggaran (Rp) Koordinator Pelaksana
i : . Jumlah SDM pengelola data ) ) .
) Meningkatnya kualitas | Tersedianya data base 1. Tersedianya SDM pengelola data e Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,
Lemahnya sistem data Ak s 1 Data base s yang mahir disetiap kecamatan, | 348 Orang 300.000.000 |Bappeda D k fo. Dinas KB dan PP
8 desa dan kelurahan
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,
2. Terlaksananya pemetaan . 348 Desa/ Dinas Kominfo Pemenntah
kebutuhan data terkait stunting Date Basit Kelurahan $4000,000 | Bappeda Kecamatan, Dinas KB dan PP,
BPS
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,
3. Terlaksananya monitoring dan 348 Desa/ Dinas Kominfo Pemerintah
evaluasi data Deta byl sacomy Kelurahan 150000000 |Bappoda Kecamatan, Dinas KB dan PP,
BPS
Dinas Keschatan, Dinas Sosial
[Meningkatnya Kualitas y a7 ; 3 . Y
) 3 Tersedianya aplikasi » Tersedianya Perangkat Pendukung T Dinas Kominfo Pemerintah
1 | 1 2
Pengelolaan data yang terlatih belum tersedia !xrfruuukmr Sl.s_mn siiting Aplikasi Sistem Inl i Yo i Perangkat Aplkasi 1 Aplikasi 25.000.000 |Dinas Kominfo K Dinas KB dan PP,
Informasi Stunting L 8 BPS
1 9 - = e Meningkatnya litas 1. Terlaksananya pemetaan daerah- | Seluruh wilayah kecamatan gm: e &
b S Akabilin Sinen || ryotme kel 100%  |dacrah yang memerlukan akses  |dapat mengakses layanan 150.000 000 |Dinas Kominfo i Kokl Femanotan
data 2 informasi inf i | Kecamatan, Dinas KB dan PP,

BPS




RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PENGENTASAN KEMISKINAN

No. | Atas Peninghatan Pertumbuhan Investasi s Indikator Target o iyt sy e Target | TWI | TWI | TWII | TWIV | Asggaran(®p) | Koordinator Pelaksana
Berkek dilakukan tabun 2023 dihasilkan
Meningkatnys 1. Pelaksanaen Promosi Daerah ]
. s 2 " Presentase 1. Persentase potens) daerah s Dinas PTSP, Bagian Kerjasama
1 |Promosi potensi daerah masih konvensional I[z;form‘ami’ctm P " o 100% dmgalna;zmnkmmm i s 100% 100.000.000 |Dinas PTSP Setda K. . D KOMINFO
2. Tersedianya sarana promosi 2. Adanya Website potens:
potensi daerah berbasia websito ! 1 Website 25.000.000 |Dinas Kommfo Dinas PTSP
Tersedianya Peta ¢ A .
- ¢ ” Peta informasi potensi 1. Membuat peta mnfc potensi |1 Tersed peta nformasi .
Belum adanya infromasi peta wilayah potensi ‘Wilayah Informas: h berbasi 1 Peta + ; ‘i % D Dinas PTSP, Bagman Kerjasama
4 investasi Berdasarkan Potens: i Informas: |. 5 o ¥ F o | Pota 25.000.000 PSP Setda Konawe, Dinas KOMINFO
s gl informasi teknologi informasi
Investasi
Menmglatnya
_— - Pal \ r P, Lahiad 1. Jumlah gerai MPP yang ;
Efisiensi Struktur pengs Mall Pelay ¥ pada Jam |F 1. Terlaksananya pelayanan pada 2 Dinas PTSP, Bagian Kerjasama
3 |publik Ketja yang Telah di | pogawai T | i PP o i ki | OPST eourn, Copi ki | 12 e A0D00000. | B FESF Setda Konawe, Dinas KOMINFO
dan Efisien
Tentukan
Meningkatnya
| rd s, Rk 1. Terlaksananya pembinaan . .
’ P pada Jam |F i 1. Jumliah pegawai yang 100 . Dinas PTSP, Bagian Kerjasama
4 |Kepatuhan jam kerja K Telah di 100%  |kedisiplinan pegawai secara ! . P 3 20.000.000 |Dinas PTSP Setda Konawe, Dinas KOMINFO
Tentulan
| Berkurangnya Delay
. atau Keterlambatan 1. Tersedianyn sistem informasi : . . Dmas PTSP, Bagian Kerjasaina
5 |Delay proses dalam pelayanan masth cukup tinggi | T Waktu pelayanan Pepat wakiu pelag i widorid 1. Aplikasi pelayanan 1 Aplikasi 25.000,000 |Dinas PTSP Sotda Dinas KOMINFO
Pelayanan
Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang  |Meningk SDM | P SDM 1. Terlaksananya pelatihan . i Dinas PTSP, Bagian Kerjasama
6 e Profesional Profesional 100% pen i i SOM 1. Jumlah SDM Profesional | 25 Orang 100.000.000 |Dinas PTSP S K . Dinas KOMINFO




RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PENGENDALIAN INFLASI

Rencana Aksi yang akan Output akhir yang
Permasalahan Pengendalian Inflasi Sasaran Indikator Target diikukan tabun 2023 dihasilkan Target TWI1 TWH TWHOI | TWIV | Anggoran (Rp) Koordinator Peluksana
Asioai Bagian Ekonomi Setda Kabupaten
; Meningkatnya Konekt 1 dan
Belum adanya peta alur distribusi pangan Tecciptany shx distrilan! pag Shipping time Tup&lwakwl K ol 1. Indeks Konekuivitas 100 10.000,000.000 |7~ " Dinas Koperasi, perindusrian dan
yang lancar wilayah F @ Setda e Badan P
Kby o Pembangunan Daerah, Dinas PU
2 Mening Pe 2. P petani/ nelayan 100% 100.000.000 Dinas Penindustrian | Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas
perdagangan petani 'yang memasarkan produknya ' dan Perdagangan Peterenakan
3. Meningkatnya kerja sama dan 3. Persentase Peningkatan 100% 100,000,000 Dinas Ketahanan Bagian Ekonomi Setda, Bagian
nilai transaksi antar daersh KAD o Pangan Kerjasama Setda
il Bagian Ekonomi Setda Kabupaten
Persentase Penurunan — i Konawe, Dinas Ketahanan pangar,
M dkan k k 1. Stabilisasi harga/supply and 1. Indeks Daya Beli perekonomian dan : . .
kan - . komoditas Pangan diatas|  100% 100 800.000.000 Dinas Koperasi, dan
Kenaikan harga pangan ym.;'w arleat " operas: pqu:dtmm
harga demand Masy: Kat Kons perdagangan, Badan
R i 2. Intensitas operasi pasar Dinas Perindustrian | Dinas Ketahanan Pangan, Bulog. Bagian
2. Optimalisasi Operasi Pasar gkl § Kegiatan 400.000.000 i Do Ekonomi
’ Bagian Ekonomi Setda Kabupaten
. ) . . ) : Konawe, Dinas Ketahanan pangan,
Ketersodiasn stok pangan Tocwijodiy kelccicditan Nersca Pangan Strmegia| 1000 |\ Meoingkawwa Kemandirian {0y oantivien pangan | 100 00000000 [Pskoaamimtin o b s, pofinlosinn dan
L Pangan Pembangunan Setda & Badan P
¥ Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Cadangan Pangan |2, Indeks Ketahanan Pangan 100 400,000,000 Dinas Ketahanan Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas
Daerah Skor Pola pangan harapan : Pangan Peterenakan
um tersedi informasi ketersediaan | T komunikasi i T 1. Tersedianyn data Dinas Ketahanan
Bebum SR E e irvasl Felorsechtar | 16 pliys o yang koordinasi yang 100% PangaRYang || aplikasi data pangan 1 Aplikasi 25,000,000 Dinas Kominfo
pangan yang real ime efektif ditindakl realtime
2. Terkendalinya informasi yang & Dinas Perindustrian | Bagian Ekonorm Setda Kabupaten
berdampak pada kestabilan harga 2 Dsta hargy panguerper b 112 Ly SO0 dan Perdagangan Konawe, Dinas Ketahanan pangan, BPS
I N Asisten Bagian Ekonomi Setda Kabupaten
3. Terciptanya hubungan yang .3' b ['“ idsersh | 121 60,000,000 [P k dan  |Konawe, Dinas Ketahanan pangan,
harmonis antar pusat dan daerah llke - . Pembangunan Setda [ Dinas Koperasi, penndusrian dan
Kabupaten Konawe | perdagang;




RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

No. Produk Daiam Negeri Sasaran Indikator Target dilakak hun 2023 Output skhir yang dihasilkan Target ™I ™I m | TWIV Anggaran (Rp)
Meningkatnya jumiah pelaku Presentase Peningkatan 1. Pelaksanaan pembinaan tklim
1 M‘”“"?‘;";P‘”“f"“‘“;‘m"'““d‘fm usaha PDN/UMKM dalam proses |pelaku usaha yang terdaftar 100%  |perijinan pelaku usaha lokal yang |1. Sertifikasi TKDN bagi UMKM | 100 UMKM 50.000 000 | Dinas Koperindag | Dinas Koperindag
mengena B-Teadering E- "8 pengadaan di katalog lokal mudah dan ramah pelaku usaha
2. Meningk h 1. B pelaku usaha dan
pelaku usaha terkait e-Tendering, ¢ UMKM yang paham dengan 100% 50,000,000 | Dinas Koperindag | Dinas Kopenndag
Purchasing, dll proses e-tendering, P3IDN
. {Belum adanya koordinasi yang mtensif antara OPD T«wuj:dnylnmwpzloh TP 75 1. Meningkatkan Pengelola PBJ 1. Persentase SDM Pengelola PBJ 100% 150.000.000 | Bagian PBI Bagian PBJ
“  |dan pelaku usahs yang tetkait m‘.’ oI yang Kompeten vang tersertifikas
2. Terwujudnya sistem tata kelola
pengadaan barang dan jasa yang | 2. ITKP 75 Indeks 100.000.000 | Bagian PBJ Bagian PBJ
baik
3. Meningkatnya Optimaslisasi
penggunaan sisten teknologl 3. Tingkat kepatuhan pelaporan i §
nformasi dalam menunjang proses |melalui sistem BlOFD 100,000,000 | Bugian FET Bigiant FBI
pengadaan barang dan jasa
Tingkat kepatuby hadap pelasak sistem g i 1. Tersedianya produk/barang 1. Persentase barang/jasa PDN 000, ; OFD
3 | pelaku Usaha yang masih lomeh Meningkatnya reabissi RUP FDN |Persentase capaian RUP PDN| — 100%  |pryy yung sguai keburuhan | pada RUP terpenubi oot 50000000 Dl PRI oo




